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ABSTRAK

Judul * “Peranan Kejaksaan Dalam Proses Restorative Justice Berdasarkan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Di Kejaksaan Negeri Ogan 1lir”

Kejaksaan Republik Indonesia scbagai bagian dari aparatur pencgak hukum membuat
aturan kca(.lilan restoratif. Berdasarkan peraturan yang dibuat, jaksa penuntut umum
mempunyai hak dalam penghentian tuntutan kepada pelaku terhadap tindakan pidana
tertentu, apabila terdapat kesepakatan berdamai pada sisi terdakwa ataupun korban. Yang
melatarbelakangi adanya peraturan tersebut discbabkan metode dalam mencgakkan
hukum yang dilaksanakan kejaksaan selama ini memiliki kritikan oleh khalayak umum.
Konsep Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Ogan llir dijalankan berdasarkan
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam praktiknya, terdapat beberapa
prosedur pelaksanaan penghentian penuntutan melalui Restorative Justice di Kejaksaan
Negeri Ogan Ilir berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di
lingkungan masyarakat tertentu pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa
hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana.
Pengehentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam waktu 14
(empat belas) hari setelah diterimanya penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan
barang bukti dari penyidik yang terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana yang telah
diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Diperlukan
kerja yang harmoni antar semua unsur agar pelaksanaan pengehentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif di Kcjaksaan Negeri Ogan Ilir dapat berjalan dengan baik
dan maksimal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pencrapan, Restorative Justice
Palembang, Juni 2014

NIP. 19680221199512109¢

Mengetshui,

Ketua Bagi: ukum Pidana
/’_QA
T

NIP. 196802211995121001
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana telah menggambarkan mekanisme kerja pada
proses penanggulangan tindakan kriminal dengan dasar pendekatan sistem.
Mardjono memberi batas perihal maksud dari sistem peradilan pidana yang
dimaknai sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terbentuk melalui lembaga
pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta permasyarakatan terpidana.l Mardjono
juga menyatakan jika sistem criminal justice system (peradilan pidana) merupakan
sistem yang terdapat di dalam masyarakat dengan fungsi sebagai penanggulang dari
kejahatan. Menanggulangi dijelaskan sebagai mengatur suatu kejahatan supaya

terus terdapat pada batas penerimaan masyarakat.?

Di Indonesia proses berjalannya peradilan mencakup beberapa tahap di
antaranya di pihak kepolisian menjalankan penyelidikan, penangkapan serta
penahanan, lalu diteruskan proses tuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan,
penyelidikan di pengadilan dilakukan hakim, kemudian permasyarakatan oleh
lembaga permasyarakatan.® Kejaksaan menjadi suatu perangkat pada sistem

peradilan pidana yang memiliki peran pokok melaksanakan proses tuntutan kepada

! Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana,
2010), hal. 2

2 1bid., hal. 3

3 Kurniawan Tri Wibowo, Hukum dan Keadilan, (Peradilan yang Tidak Kunjung
Adil), (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020), hal. 58



orang yang melakukan tindak kriminal bersamaan dengan tanggung jawab pada

hasil penyidikan.

Sebagaimana Pasal 1 butir 7 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana). penuntutan merupakan tindakan penuntut umum guna melimpahkan
perkara pidana ke pengadilan negeri terkait dengan cara yang telah diatur pada
Undang-Undang dengan permohonan agar diperiksa lalu diputuskan oleh hakim
dimuka pengadilan. Proses pemeriksaan permasalahan oleh hakim disebabkan
karna dakwaan oleh penuntut umum pada orang yang berbuat tindakan pidana.
Berdasarkan Pasal 140 Ayat (1) KUHP surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum
segera pasca hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap telah terpenuhinya

persyaratan guna tuntutan telah diterima.*

Proses memberi tuntutan bisa dihentikan seumpama adanya hal yang telah
dipertimbangkan seperti barang bukti tak cukup, kejadian yang nyatanya tidak
dikelompokkan menjadi tindakan pidana dan penutupan permasalahan bagi hukum.
Akan tetapi, pada hal ini bukan pemberhentian tuntutan menjadi penyebab orang
dapat terbebas dari tuntutan hukum, namun hanyalah sementara. Maknanya, apabila
dijumpai bukti yang baru, maka bisa diteruskan pada proses tuntutan. Sehingga,
penghentian proses tuntutan bukan menepikan atau menghilangkan permasalahan,

misalnya hak oportunitas.®

4 Kadrin Husin dan Budi Riski Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), hal. 105

5 1bid., hal. 106



Di samping itu, proses menghapus tuntutan pidana memiliki beberapa
pertimbangan yang ada pada KUHP meliputi ne bis in idem yang tercantum pada
Pasal 76 Ayat (1) KUHP, terdakwa atau tersangka meninggal dunia yang termuat
didalam Pasal 77 KUHP, kadaluwarsa tuntutan pidana yang ada didalam Pasal 78
KUHP, selanjutnya prosedur menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang ada

pada Pasal 82 KUHP.®

Hukum yang pastinya masih tetap bertumbuh sepadan sesuai apa yang ada
didalam masyarakat dan dibutuhkan masyarakat merupakan hukum yang memiliki
sifat dinamis. Masyarakat menjadi salah satu bagian yang menentukan proses
hukum berjalan, maka semua hal yang menimbulkan kegelisahan masyarakat perlu
dilaksanakan tindak lanjut agar hukum bisa menunjang kebutuhan masyarakat itu

sendiri.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari aparatur penegak
hukum, membuat aturan berdasar keadilan restoratif. Berdasarkan peraturan yang
dibuat, jaksa penuntut umum mempunyai hak dalam penghentian tuntutan kepada
pelaku terhadap tindakan pidana tertentu, apabila terdapat kesepakatan berdamai
pada sisi terdakwa ataupun korban. Yang melatarbelakangi adanya peraturan
tersebut disebabkan metode dalam menegakkan hukum yang dilaksanakan
kejaksaan selama ini memiliki kritikan oleh khalayak umum. Adapun beberapa
kasus yang dibawa kedalam pengadilan, beserta kerugiannya maupun waktu

hukumannya yang cukup sedikit, beban permasalahan pada pengadilan, dilema

6 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014),
hal. 359-375



terhadap over capacity dalam lembaga permasyarakatan, dan juga kemauan pihak
korban untuk damai tetapi terkurung oleh anggaran dasar yang berlaku. Kejaksaan
meneruskan tuntutan karena belum terbit peraturan selaku sokongan pada
pemberhentian  prosedur tuntutan.” Keadaan ini beda halnya terhadap
pemberhentian tuntutan disebabkan tergugat meninggal dunia, tidak cukup bukti,
tidak masuk kelompok tindakan pidana dan pemberhentian tuntutan untuk

keperluan hukum.

Proses pelaksanaan peradilan pidana menjadi tahap semenjak dilaksanakan
penyelidikan sampai keputusan pengadilan dengan status res judicata ataupun telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada proses menangani tindakan pidana,
sistem peradilan pidana di Indonesia sampai sekarang masih memberikan sistem
retributive justice yang berfokus kepada pembalasan dan lebih menegaskan pada
kepastian hukum. Jikalau proses menangani tindakan pidana (extra ordinary crime,
bersifat ringan) tak diperbedakan, terkhusus tindakan pidana dimana memiliki

kerugian dengan potensi dapat pulih kembali.

Korban bukan sekadar bagian yang mengalami kerugian dari tindakan
pidana, namun pelaku juga menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang tak
sebanding hakikat yang dituju pidana yaitu keadilan untuk semua pihak. Pada
proses pelaksanaan juga sudah berlangsung penimbunan permasalahan,

memerlukan anggaran cukup besar, apalagi Overcapacity di Lembaga

7 Peraturan kejaksaan No. 15/2020 Memberu Keadilan Bagi Masyarakat
http://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news/peraturan-kejaksaan-nomor-152020 -
memberi-keadilan-bagi-masyarakat, diakses Pada 29 November 2022, Pukul 18.56



http://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news/peraturan-kejaksaan-nomor-152020%20-memberi-keadilan-bagi-masyarakat
http://www.google.com/amp/s/m.jppn.com/amp/news/peraturan-kejaksaan-nomor-152020%20-memberi-keadilan-bagi-masyarakat

Permasyarakatan. Maka dari itu, dibutuhkan tindak alternatif yang optimal melalui

aturan yang ada, yakni dalam bentuk tindakan diskresi.®

Undang-undang No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana yang menitikberatkan pada berbagai hak pelaku juga selaras dengan
pernyataan Romli A. Sasmita bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana berfungsi memfokuskan melindungi harkat maupun martabat
tersangka/terdakwa. Pengaturan perlindungan pada korban KUHP dimuat sebatas
pada Bab XIII di pasal 98 hingga 101 KUHP mengenai digabungkannya perkara
mengganti kerugian. Namun, tahap ataupun prosedur serta substansi pengaturan
dipandang memuat kelemahan. Dalam praktiknya juga jarang terlebih nyaris tak
pernah dilaksanakan gabungan terhadap perkara gugatan ganti kerugian. Kejadian
ini disebabkan korban yang tak menyadari hak yang dimiliki, penuntut umum tak
memberitahukan pada korban apa saja hak tersebut, penasehat hukum tak mau
dibebani, dan juga tidak ditawarkan prosedur ini dari hakim. Sehingga masalah

yang ada cukup kompleks.®

Dampak sistem peradilan pidana yang condong offerender oriented, hingga
viktimologi selaku studi yang menintikberatkan pada korban memberi dasar
pemikiran dibutuhkannya rancangan pemecahan perkara di luar sistem peradilan

pidana. solusi yang ditawarkan yakni pemecahan pidana menggunakan rancangan

8 Muhammad Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian).
Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.

® Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Yogyakarta: Sinar
Grafika, 2015



Restorative Justice, sebuah pendekatan yang memfokuskan terhadap keadaan

dimana tercipta keadilan serta kesepadanan untuk korban serta pelaku.®

Konsep keadilan Restoratif adalah kritikan pada rancangan sistem pidana
yang melihat tindak pidana sebagai hal yang melanggar aturan negara. Negara
mempunyai hak dalam memberi hukuman bagi orang yang melanggar supaya
terlaksana stabilitas sosial. Kemalangan korban dipandang berakhir atau
terbayarkan jika negara menjadikan pelaku menderita. Namun, hal itu sebagai
rancangan yang ditinggalkan kolonial dan dipandang tak memberi imbas yang baik

demi menurunkan jumlah kriminalitas dan jumlah residivisme.

Peraturan tersebut dinantikan terbit sebagai kabar yang menggembira-kan
untuk khalayak umum tentang dugaan kasus pidana kecil yang tak layak agar bisa
diteruskan prosesnya di pengadilan. Ketidaklayakan tersebut disebabkan anggaran
perkara yang disediakan tak seimbang terhadap kerugian oleh tindakan pidana yang
telah dilakukan. Terlebih lagi jika terdapat kemauan sisi korban untuk melakukan

perdamaian.

Berikut kategori perkara pidana yang bisa ditutup demi hukum serta
diberhentikan tuntutannya diharuskan memenuhi syarat di bawah ini.!

a. Terdakwa baru kali pertama melakukan tindakan pidana;

b. Tindak pidana dengan nilai barang bukti ataupun nilai kerugian

yang ditimbulkan karena pidana kurang dari Rp 2.500.000; serta

10 Afthonul Afif, Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Yogyakarta; Pustaka
Belajar, 2015

11 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restorative, Pasal 5 Ayat (1)



c¢. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam

dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun.

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir membuka rumah restorative justice untuk
melayani masyarakat yang memerlukan bantuan di bidang hukum. Dengan
kehadiran rumah Restorative Justice ini diharapkan menjadi tempat masyarakat
berdiskusi hukum, untuk yang terjerumus perkara bisa meminta panduan dari
Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Rumah Restorative Justice yang di inisiasi kejari
dan berkolaborasi dengan pemkab Ogan Ilir berlokasi di Desa Payakabung,
Kecmatan Indralaya Utara. Untuk menerapkan Peraturan Kejaksaan Rl No 15
Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,
lebih spesifik lagi permasalahan dengan tuntutan hukuman di bawah 5 tahun
dapat dihentikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dalam melaksanakan penelitian
terikat Peranan Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan

Negeri Ogan Ilir.

Maka dari itu, penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul
“PERANAN KEJAKSAAN DALAM PROSES RESTORATIVE JUSTICE
BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI

OGAN ILIR”.



B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan singkat pada latar belakang permasalahan,

sehingga bisa dirumuskan masalah yang bisa ditelaah di penelitian ini di antaranya:

1

Apakah faktor yang melatarbelakangi Restorative Justice di Kejaksaan Negeri
Ogan Hlir?
Bagaimana prosedur penyelesaian konflik bagi masyarakat melalui Restorative

Justice di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini di antaranya:
Untuk melihat serta menganalisis faktor yang melatarbelakangi Restorative
Justice di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.
Untuk mengetahui prosedur penyelesaian konflik bagi masyarakat melalui

Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini harapannya memberikan kebermanfaatan di
antaranya
a. Bisa dijadikan sarana maupun media untuk penulis menggali khazanah
bidang hukum terkhusus hukum pidana yang menyangkut Peraturan
Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan maupun wawasan terkait ilmu hukum, khususnya mengenai



hukum pidana baik untuk mahasiswa maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sementara dari sisi manfaat praktisnya, diharap memiliki manfaat di antaranya:

a. Dengan penulisan skripsi ini harapannya bisa menjadi sarana
peningkatan kemampuan penulis terkait hukum untuk dijadikan bekal
ketika berkecimpung di dunia kerja yakni di bidang penegakkan
hukum maupunpraktisi hukum guna menegakkan hukum di negeri ini.

b.  Simpulan dari yang didapat atas penulisan maupun penelitian skripsi ini
harapannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas
khususnya pada permasalahan-permasalahan tindak pidana ringan.

c.  Bagi almamater, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran tentang rumah berdamai kepada kawan kawan mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini selaras dengan masalah yang dibahas, maka ruang
lingkup penulisan skripsi ini hanya terbatas pada faktor hukum yang
melatarbelakangi Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Ogan llir, prosedur
penyelesaian konflik bagi masyarakat Restorative Justice di Kejaksaan Negeri

Ogan llir.
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F. Kerangka Teori

Kerangka teori yakni kesanggupan individu ketika memakai pola
berpikirnya guna membuat susunan kerangka teori yang menunjang objek masalah
yang dikajinya. Kerangka teori tersebut memiliki tujuan memisahkan batasan
tentang teori apa saja yang dipakai pada penelitian yang dilakukan.'? Dalam hukum

pidana terdapat beragam teori yang dapat digunakan dalam penelitian, yakni:
1. Teori Perlindungan Hukum

Satjito Rahardjo memandang perlindungan hukum upaya upaya melindungi
kepentingan Hak Asasi Manusia seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan
kepadanya untuk berperilaku dalam rangka menjaga kepentingannya tersebut.'®
Apabila dijelaskan secara rinci, perlindungan hukum menggambarkan suatu
keadaan yang subjektif menyatakan hadirnya kewajiban pada diri sejumlah subjek
untuk cepat memperoleh beberapa sumber daya kelangsungan keberadaan subjek
yang terorganisir dalam proses mengambil keputusan politik ataupun ekonomi, baik
berbentuk perorangan dan juga struktural.!* Berdasarkan Muchsin, perlindungan
hukum menjadi 2 macam vyaitu:

a. Perlindungan hukum preventif
yakni perlindungan hukum yang diberi oleh pemerintah yang bermaksud

untuk mencegah sebelum terjadi adanya pelanggaran.

1250erjono Soekanto, Pengantar Penelitian, (Jakarta: Ul Press, 2008), hal. 6

BAsri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika,
2009, hal. 10

14 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT.
Bina llmu, 1987), hal. 2
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b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum akhir berupa
sanksi seperti penjara, denda, ataupun hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi suatu pelanggaran maupun sengketa.®®

Penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum untuk membahas dan
menganalisis mengenai Faktor hukum yang melatarbelakangi terbentuknya rumah

berdamai di Kejaksaan Negeri Ogan llir.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha berdiri dan bekerjanya norma hukum
yang ada secara nyata selaku pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegarauntuk menjamin tegaknya
hukum. Apabila dibutuhkan, penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan
daya paksa.!® Penegakan hukumjuga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan

hukum oleh penegak hukum.

Menurut Joseph Goldstein, penegakkan hukum pidana dibagi menjadi 3

bagian yaitu:’

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1984), him. 20

16 Jimly Asshidigie, Penegakan Hukum, diakses dari
https://www.jimly.com./makalah/namefile/56/-Penegakan_Hukum.pdfv, pada Tanggal 16
Agustus 2022 pukul 00.19 WIB.

17 Syahri, Alfi Peran dan Wewenang Majelis Hakim Dalam Membuat Kebijakan Partai
Aceh, Jurnal llmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2018, Vol. 11, diakses di http://wewenang-

majelis-hakim-dalam-membuat-kebijakan-partai-aceh-jurnal-ilmiah-mahasiswa-FISIP-
unsyiah pada 15 Agustus pukul 21.50 WIB.


https://www.jimly.com./makalah/namefile/56/-Penegakan_Hukum.pdfv
http://www.bing.com/search?q=M%2BAlfi%2BSyahri%2C%2B%E2%80%9CPeran%2Bdan%2BWewenang%2BMaje
http://www.bing.com/search?q=M%2BAlfi%2BSyahri%2C%2B%E2%80%9CPeran%2Bdan%2BWewenang%2BMaje
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a. Total enforcement, yaitu ruang lingkup penegakkan hukum pidana seperti
yang telah diinterpretasikan oleh hukum pidana subtantif (subtantive law
of crime). Penegakkan hukum pidana keseluruhan tak mungkin
dilaksanakan. Hal ini dikarenakan para penegak hukum pidana dibatasi
secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup semua aturan yang
ada dalam proses penangkapan, penahanan,penggeledahan, penyitaan, dan
pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, bisa juga terjadi hukum pidana
subtantif sendiri memberikan batasan-batasan. Seperti misalnya diperlukan
pengaduan terlebih dulu sebagai persyaratan melakukan tuntutan pada delik-
delik pengaduan (klacht delicten).

b. Full Enforcement, yaitu setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat
total dikurangi area of no enforcement dalam penegakkan hukum ini para
penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.

C. Actual Enforcement, menurut Joseph Goldstein, adanya dependensi pada
full enforcement yakni keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat
investigasi, biaya dan yang lainnya yang kesemuanya mengakibatkan
perlu dilakukannya diskresi dan sisanya inilah yang disebut sebagai actual
enforcement.

Penegakkan hukum pidana sebagai proses yang memiliki sifat sistematis
haruslah menunjukkan diri sebagai pelaksanaan criminal law application (hukum
pidana) yang melibatkan berbagai subsistem struktural dimulai dari pihak
kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun permasyarakatan, termasuk juga

lembaga penasehat hukum.
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Penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum untuk membahas dan
menganalisis mengenai Faktor hukum yang melatarbelakangi terbentuknya rumah
berdamai di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

3. Restorative Justice/Keadilan Restoratif

Keadilan restorative sebagai suatu kegelisahan pada rancangan keadilan
retributive yang dimaknai bahwasanya hukuman yang diberi pada terdakwa
kejahatan ialah suatu balasan untuk semua yang telah diperbuat. Hukuman di
Indonesia sampai saat ini masih dianggap mudah untuk memasukkan orang dalam
jeruji besi. Hukum harus memiliki nurani demi memperoleh rasa damai tidak
sebatas media pembalasan saja. Sehingga, hukum sudah semestinya
membereskannya dengan damai, rasional, serta dirasa tak harus melibatkan

pengadilan.

Konsep keadilan restoratif tidak sama jika dibandingkan keadilan
retributive. Hal itu sejalan yang dipapatkan Tonny Marshall yang mengatakan
“restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular
offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the

offense and its implications for the future .

Dimana itu berarti keadilan restoratif menjadi proses yang
mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan pada permasalahan tertentu
agar ikut serta menyelesaikan secara kolektif dan bersama-sama menghadapi

maupun menyelesaikan dampak dan imbas di masa depan?®.

18 Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)
dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol IV:II



14

Pakar hukum lain yang mengemukakan tentang arti dari keadilan restoratif
ataupun keadilan pemulihan ialah Howard Zehr. Zehr mengatakan bahwasanya
“restorative Justuce is a process to involve, to the extent possible, those who have
a stake in a specific offense and to collectively idenfy and address harms, needs,

and obligation in order to heal and put things as right as possible”.

Dimana maknanya keadilan restoratif merupakan tahapan yang
mengikutsertakan dengan memakai semua kemungkinan, seluruh pihak terkait dan
pelanggaran tertentu untuk mengidentifikasi serta memberikan penjelasan
ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta

menemaptkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempat seharusnya.*®

Apabila ditilik dari semua definisi keadilan restoratif bisa diambil
kesimpulan bahwasanya memfokuskan pada pengembalian keadaan seperti sedia
kala. Lalu proses menyelesaikannya mengikutsertakan semua pihak yang terlibat
baik korban, pelaku, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Hal itu bermakna
adanya keseimbangan ketika menyelesaikan perkara pidana apabila memakai
pendekatan ini. Prinsipnya memajukan keadilan serta memperbaiki juga menggantu
kerugian pada korban ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat dirugikan dari

terdakwa tindak pidana.

(Desember 2019), hal. 137
19 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
hal. 147
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Penulis menggunakan Teori Restorative Justice untuk membahas dan
menganalisis mengenai Faktor hukum yang melatarbelakangi terbentuknya rumah

berdamai di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.
G.  Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris. Di penelitian ini data
primer dihimpun melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat
dilakukan melalui wawancara ataupun angket. Ruang lingkup penelitian hukum
empiris ialah efektifitas hukum, maknanya seberapa jauh hukum itu berlaku
didalam kehidupan masyarakat. Sasaran yang dituju penelitian empiris ialah

penegak hukum serta masyarakat.?

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dipergunakan penulis pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Statue Approach (Pendekatan Perundang-undangan)
Dilakukan dengan mengkaji keseluruhan undang-undang maupun regulasi
terkait yang relevan dengan isu hukum yang tengah ditangani.?

b. Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual)
Pendekatan ini yang bersumber dari doktrin serta pandangan-pandangan

yang ilmu hukum yang berkembang, kemudian peneliti bertujuan

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 93

21 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
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mendapatkan ide yang menghasilkan konsep hukum, serta asas-asas hukum

yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi.??

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian
Penelitian ini mempergunakan 2 jenis sumber data, yakni:
1 Data Primer
Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber dengan
mewawancara narasumbernya. Pada penelitian ini data dihimpun melalui
mewawancara langsung pihak Kejaksaan Negeri Ogan llir.
2. Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan referensi mencakup
bahan-bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, skunder, maupun
tersier.?
a. Bahan Hukum Primer
lalah bahan hukum yang sifatnya autotatif yang mempunyai otoritas
misalnya peraturan perundang-undangan, catatatan-catatan resmi
maupun risalah saat membuat peraturan perundang-undangan maupun
putusan hakim.?* Di penulisan skripsi ini mempegunakan bahan hukum
primer yakni:
1) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal.
133

23 Bambang Sunggono, Op.Cit, hal. 185
24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta
2016, hal. 181
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Pidana
3) Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2012 mengenai
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
dalam KUHP
4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020
mengenai  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan
Restoratif
5) Surat Dirjend Badan Peradilan Umur N0.301/DJU/HKO01/3/2015
mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Suatu bahan hukum penunjang yang menerangkan serta menguraikan
secara rinci terkait bahan hukum primer yakni buku, KTI, jurnal,
seminar, hasil penelitian, serta lain sebagainya..
c. Bahan Hukum Tersier
Suatu bahan hukum yang berisi mengenai indikasi maupun
pendeskripsian atas bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peniliti antara lain:
1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2) Internet dengan situs terpercaya
3. Sumber Tersier
Sumber ini dapat menunjang penghimpunan data yang dibutuhkan di

penelitian. Data tersier mencakup internet, KBBI, dan juga kamus hukum.
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Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi sebagai subjek hukum yang mempunyai karakter khusus yang
akan dipastikan akan diteliti.?® Berdasar definisi tersebut yang menjadi
populasi pada penelitian ini ialah pihak Korban, Pelaku dan Kejaksaan
Negeri Ogan Ilir.

Sampel

Sampel sebagai bagian dari populasi yang dipastikan dijadikan narasumber
di penelitian ini. Penentuan sampel mempergunakan purposive sampling
yakni pemilihan sampel berdasarkan tujuan dengan pertimbangan
penelitian.?® Sehingga responden di penelitian ini, ialah pegawai di

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang menangani restorative justice.

Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data di antaranya:

Studi Lapangan

Penelitian yang melakukan mengobservasi lapangan dikerjakan dengan
mewawancarai narasumber demi memperoleh data yang diperlukan terkait
masalah yang akan ditelitinya. Wawancara dilaksanakan di Kejaksaan

Negeri Ogan Ilir.

% Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
2010, hal. 65
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b. Studi Kepustakaan
Penulisan yang dipakai pada studi kepustakaan memakai data sekunder
yakni yang didapatkan melalui penelusuran terhadap bahan hukum berupa

bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

7. Analisis Data

Analisis data yakni membuat penguraian data agar dibentuk kalimat yang
terkelompokan secara rinci serta sistematis yang kemudian diinterpertasikan
supaya mendapat sebuah simpulan.?® Data dianalisis dengan berpendekatan
deskriptif kualititatif melalui mendapatkan data deskriptif analisis yakni bisa hal
apapun yang dikatakan narasumber penelitian baik secara lisan, tertulis ataupun

perilakunya yang secara nyata.

8. Penarikan Kesimpulan
Menarik simpulan digunakan metode induktif, yakni membuat penguraian
berbagai hal yang sifatnya khusus lalu merubahnya menjadi umum supaya dapat

menjawab apa yang dipertanyakan dan diteliti.

28Ibid, hal. 98
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